
 

 

 

 

 

BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR  9  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

perlu menetapkam Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemeritahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Republik Indonesia Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

SALINAN 
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5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun                      

2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801 ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 6516); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

 

 



3 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam 

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6542 ; 

15. Peraturan  Presiden  Nomor 59  Tahun  2017  tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136); 

16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat 

Corona Virus Disease (COVID-19); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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19. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 

2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 

Nomor 4); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJP) Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2010 Nomor 7); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJM) Daerah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

2016 Nomor 1); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

dan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 

 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 
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5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.  

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  

7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.  

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan 

9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 

arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 

penetapan APBD. 

Pasal 2   

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 

Rp3.273.846.205.824,00 bertambah sebesar Rp180.900.697.404,00 sehingga 

menjadi Rp3.454.746.903.228,00 dengan rincian sebagai berikut:   

1. Pendapatan daerah 

a. Semula Rp3.130.205.287.062,00 

b. Bertambah Rp128.614.393.631,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp3.258.819.680.693,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp3.221.846.205.824,00 

b. Bertambah Rp202.400.697.404,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.424.246.903.228,00 

3. Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula       Rp143.640.918.762,00 

2) Bertambah      Rp52.286.303.773,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan       Rp195.927.222.535,00 
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b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula       Rp52.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(21.500.000.000,00) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan       Rp30.500.000.000,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp165.427.222.535,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp0,00 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber 

dari: 

a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula        Rp335.806.567.809,00 

2) Bertambah/(berkurang)      Rp21.400.064.261,00 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  Rp357.206.632.070,00 

b. Pendapatan transfer 

1) Semula       Rp2.775.259.219.253,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp107.514.329.370,00 

     Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp2.882.773.548.623,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1) Semula       Rp19.139.500.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)      Rp(300.000.000,00) 

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang 

sah setelah perubahan     Rp18.839.500.000,00 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a. Pajak daerah; 

1) Semula      Rp89.085.825.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp1.000.000.000,00 

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp90.085.825.000,00 

b. Retribusi daerah; 

1) Semula      Rp9.083.606.100,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(404.910.932,00) 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.8.678.695.168,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 

1) Semula      Rp28.447.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(5.697.244.290,00) 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan 

daerah setelah perubahan    Rp22.749.755.710,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

1) Semula      Rp209.190.136.709,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp26.502.219.483,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah setelah perubahan  Rp235.692.356.192,00 
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(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

a. Transfer pemerintah pusat 

1) Semula      Rp2.619.443.721.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp4.907.710.935,00 

Jumlah transfer pemerintah pusat 

setelah perubahan     Rp2.624.351.431.935,00 

b. Transfer antar daerah 

1) Semula      Rp155.815.498.253,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp102.606.618.435,00 

Jumlah transfer antar daerah 

 setelah perubahan       Rp258.422.116.688,00 

(3) Lain-lain pendapatan  daerah  yang  sah  sebagaimana  dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b, bersumber dari: 

a. Pendapatan hibah 

1) Semula      Rp19.139.500.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(300.000.000,00) 

Jumlah hibah setelah perubahan   Rp18.839.500.000,00 

 

Pasal 5 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: 

a. Belanja operasional; 

1) Semula       Rp2.301.122.047.776,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp84.733.833.562 00 

Jumlah belanja operasional setelah 

perubahan         Rp2.385.855.881.338,00 

b. Belanja Modal; 

1) Semula       Rp183.729.892.938,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp152.042.511.865 00 

Jumlah belanja modal setelah perubahan  Rp335.772.404.803,00 

c. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula       Rp40.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp(4.316.491.430) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp35.683.508.570,00 

d. Belanja Transfer; 

1) Semula       Rp696.994.265.110,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp(30.059.156.593),00 

Jumlah belanja transfer setelah perubahan  Rp666.935.108.517,00 

Pasal 6 

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

1) Semula       Rp1.439.098.375.655,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(8.395.932.513),00 

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp1.430.702.443.142,00 
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b. Belanja barang dan jasa; 

1) Semula       Rp561.641.786.271,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp291.218.928.925,00 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah 

perubahan        Rp852.860.715.196 00 

c. Belanja hibah; 

1) Semula       Rp297.881.885.850,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(201.103.712.850,00) 

Jumlah belanja hibah setelah perubahan  Rp96.778.173.000,00 

d. Belanja bantuan sosial; 

1) Semula       Rp2.500.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp3.014.550.000,00 

Jumlah belanja bantuan sosial setelah  

Perubahan       Rp5.514.550.000,00 

(2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf c, terdiri 

atas belanja tidak terduga, yaitu: 

a. Semula       Rp40.000.000.000,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp(4.316.491.430),00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah 

Perubahan       Rp35.683.508.570,00 

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil 

1) Semula      Rp9.816.943.110,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp832.643.407,00 

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp10.649.586.517,00 

b. Belanja bantuan keuangan. 

1) Semula      Rp687.177.322.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp(30.891.800.000,00) 

Jumlah belanja bantuan keuangan 

setelah perubahan     Rp656.285.522.000,00 

Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  terdiri            

atas : 

a. Penerimaan pembiayaan; 

1) Semula       Rp143.640.918.762,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp52.286.303.773,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan         Rp195.927.222.535,00 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

1) Semula       Rp52.000.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang)     Rp(21.500.000.000,00) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan                 Rp30.500.000.000,00 
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Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, 

yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula       Rp143.640.918.762,00 

2) Bertambah/(berkurang)    Rp52.286.303.773,00 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran 

tahun sebelumnya setelah perubahan  Rp195.927.222.535,00 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7  huruf b, 

yaitu pemberian pinjaman dana bergulir. 

(1) Semula       Rp52.000.000.000,00 

(2) Bertambah/(berkurang)    Rp(21.500.000.000,00) 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

perubahan               Rp30.500.000.000,00 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah 

Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar 

biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan 

publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran  daerah   lainnya   yang   apabila   ditunda   akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerinta Daerah dan atau 

masyarakat. 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum  dalam  Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari: 

a. Lampiran I  : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 
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b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III  : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,  

Kelompok,  Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah 

dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX : Daftar  Perubahan  Jumlah  Pegawai  Per  Golongan dan 

Per Jabatan; 

j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 

k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah; 

l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah 

Lainnya; 

m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-

lain; 

n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang 

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam 

Tahun Anggaran Yang Direncanakan; 

o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; 

p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah. 

 

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 12 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan  penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya. 

 

        Ditetapkan di Singaparna 

        Pada Tanggal   2 November 2022 

BUPATI TASIKMALAYA, 

 ttd 

 

ADE SUGIANTO 

Diundangkan di Singaparna 

Pada Tanggal   2 November 2022 

    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

 ttd 

 

         MOHAMAD ZEN 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 9 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA 

BARAT: (9/216/2022). 

 

   


